LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Neo. Seri. KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
MOMOR 21 TAHLIN 2003
TENTANG

PENJABARAMN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang ©  a. bahwa dengan feloh ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim Nomer 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000
tentang Pembeniukan Orgonisasi dan Tata Kerjo Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
Pendaftaran Penduduk dan Calatan Sipil Kabupaten Muara Enim ;

b. bohwa berdasarkan pertimbangen sebagaimana di maksud huruf a
perlu  menstapkan  Keputusan  Bupati  Muora  Enim fenfang
Perjobaran Tugas Pokok don Fungsi Kantor Pendaftaran Penduduk
dan Cataton Sipil Kabupaten Muara Enim.

Mengingat - 1. Undang-undang Republik indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daoerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumctera Selatan
| Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1959 Momer 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nemor 1621 ) ;

r.a

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah { Lembaran Megara Republik indonesia Tahun
1999 Momor 60, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 3839 | ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Momor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan anfara Pemerintoh Pusat dan Daeroh
[ Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 72,
Tambaohan Lembaran Negara Republik Indonesio Momar 3648 | ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok kepegawaian | Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1974 Momor 55, Tambahon Lembaran Negora PEpUtiKVI
Indonesia Momor 3041 | sebagaimana  teloh di uboh-dengon
Undang-undang Momor 43 Tahun 1999 | Lembaran Negara
indonesia Tahun 2000 Nomoer 54, Tembahan Lemba
Republik Indonesia Normor 3952 | ;
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Peraturan Pemerinfch Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemenntah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Doerah Ctonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambohan Lembaran MNegara Republik
indonesia Momor 3952 ) ;

Pergturan Pemerintah Republik Indonesia Momer & Tohun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dagroh | Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambaohan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momer 44 Tahun 1999
tentang Tekrik peryusunon Peroturon Penundang-undangan dan
benfuk  Roncangon  Undang-undang, Rancangon  Peraturan
Pemerintah, dan Rancangaon Keputusan Presiden ;

Peraturan Daerch Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim |

Peraturan Doerah Kobupaten Muara Enim Nornor 21 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Koabupaten Muara Erim

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lemnbaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KANTOR PENDAFTARAN PENOUDUK DaM CATATAN SIPIL
KABUPATEN MUARA ENIM.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Calam Keputusan ini yang di maksud dengan -

1. Doerah adalah Kabupaten Muara Enim

2. Pemerintah Daoerch adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim

3. Bupali adalah Bupdti Muara Enim.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupafi Muara Enim.

5. Sekretaris Doerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim,

6 Kantor Pendaoftaran Penduduk don Catatan Sipll adalah  Kantor

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupeaten Muara Enirm.

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan

Sipil Kabupaten Muara Enim.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang

di ber tugas, wewenang dar hak secara penuh oleh pejabat yong
berwenang uniuk meloksonokan kegiatan yang sesuai dengan profes]
keahliannya dalom rangka mendukung pelaksanaan fugas pemerntanan
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BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
{1 Kantor Pendaftaran Penduduk don Catotan Sipil merupakan  unsur
perunjang Pemetintah Coerch di bidang Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil.
12 Kantor Pendaftaran Penduduk dan Cotatan Sipil di pimpin oleh seorang
kepala yang berada di bawah don bertanggung jowab kepoda Bupati

maolalui Sekretans Daerah.

Pasal 3
Kantor Pendaftaran Penduduk don  Catatan Sipil mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan Catatan
Sipil berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut poda pasd 3, Kantor Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipll mempunyal fungsi

a. Peloksancan  perumusan  kebijokan teknis di  bidang  pendaftaran
penduduk dan Catatan Sipil ;

b. Pelaksonaon Peloyanan Adminisirasi Kependudukan ;

¢. Penyelenggaraan pelayancn pendaftaran dan pencatatan kelahiran,
perkawinan, perceraion, kemation, pengakuan dan pengesahan anak ;

d. Penyelenggaraan penyuluhan ;
e. Pelaksanaan Pendataan dan Pelaporan Kependudukon ;

£ Pelaksanoan vrusan kefatausahoan.

BAB Il
ORGAMNISAS!
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil terdir dari .

a. Kepala ...



a. Kepala ;

b. Sub Bagion Teta usaha ;

¢. Seksi Pelayanan Pencatatan |

d. Seksi Administrasi Kependudukan ;
&. Seksi Data dan Laporan ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
SUBE BAGIAN TATA USAHA
Pasal 6
Sub Bagion Tata Usaha mempurvaol fugas meloksanakon  penyusunan
rencana dan program, wusan surat menyurat don kearsipan, kepegawaian,
keuangan, perengkapan, rumah tangga dan perjolanan dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakon tugas tersebut  pada pasal &, Sub Bagion Tata
Lisaha mempuryal fungs -

a. Penyiapan bahon dan keordinasi pelaksenaan penyusunan rencana dan
program kerja ;

b. Peloksanaan urusan kepegawaian ;
¢, Pelaksanoan pengeloloan adminisirasi keuangan

d. Pelaksanaan urusan sural menyurat dan kearsipan, rumah fangod,
perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas ;

e, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
Bagian Ketiga
SEKSI PELAYANAN PEMCATATAN
Pasal 8

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugos meloksanokan penyiapan
bahan, pemerksaan dan penelition berkas serta pelayanan Pencatatan Akfa
Kelahiran, Akta Perkowinan, Akla Perceraian, Akto Kematian, Aktd
Pengaokuon dan Pengesahon Anak, Warga Negara Indonesia dan Warga
Megara Asing ;

Pasal 9

Untuk menyelenggarakon tugas tersebut pasal 8, Seksi Peloyonon
Pencatatan mempunyai fungsi ;

a. Peloksanaan ...
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Seksi Administrusi Kependudukan  mempunyai  fugas

B

Pelaksonoan pencaloton don pendaftoran, pengeloioan
penerbitan akia kelahiran ;

Pelakzanaan pencatotan dan pendafiaran, pengeloloan
penerblian akta perkawinan ;

Pelaksonoon percototon don  pendaoftoran, pengelolaan
penerbitan akta perceraian ;

Pelaksanaan pencoiaton don  pendofiaron, pengelcioan
senerbitan akta kematian ;

Pelaksanaan pencaioton con pendaftaran, pengelcioan
penerbitan akta pengokuan dan pengesahan anak ;

aata

data

dafa

derda

serta

sarta

sarfa

Penyelesaion terhadap pelaporan kelohiran, kemation, perkawinan /

perceraian yang terlombal pelaporannya ;

Pemeriksaan dan peneliion  berkas pencatalan serfa pengefolaan

perubahan status kewarganagaraan dan ganti nama ;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikon oleh atasan,

Bagian Keempal
SEKS| ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAM

Fasal 10

meloksanakon

Penyelenggoraan pendatoan penduduk, pendaftaran dan pencatalan mutas

data  penduduk, pengendalian

cendistribusion blongke-blangks Kependudukan.

Pasal 1]

dan pengowosan penduduk  serla

Untuk menyelenggarakan fugas tersebut pada pasal 10, Seksi Administrasi
Kependudukan mempunyal fungsi :

a

Panyelenggaroan pendataan penduduk Warga Megara Indonesia dan

Warga Megara Asing

Peloksanoon pendistribusion blangke Karte Tendo Penduduk, blangko
kariu Keluaraa, Blangke Biedata dan formaulir kependudukan lainnya

Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk |

Pelaksanaon pengendalian dan pengawasan Penduduk ;

Pelaksanaon tugas lain yana dibenkan cleh atasan.

Baman ...
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Bagion Kelima
SEKSI DATA DAN LAPORAN
Pasal 12
Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas meloksanakan penyviapan bahan,
pengeloloan  data, evaluasi dan  pelaporan data penduduk  sera
pelaksanaan penyuluhan,

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas fersebul pada pasal 12, Seksi Data dan
Laporan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengeloloan dala pendaftaran don pencatatan penduduk ;

b. Penyimpanan dan pemeliharaon date pendoftaran dan  pencatatan
penduduk

c. Peloksonaoon pembuatan data statisiik, evaluasi dan laporan

d. Perumusan sistem, menganalisis dan mengoplikasi data pendaftaran
dan pencatatan penduduk ;

2. Pelaksanaan layanan informasi dan penyuluhan penduduk ;

f.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14
Kelompek Jabatan Fungsional mempunyal tugas meloksanokan sebogion
fugas Kantor sesual dengan bidong keahlion tenaga fungsional masing-
mesing berdasarkan peraturen perundang-undangan yang beraku.
Pasal 15
(1l Kelompok Jabaton Fungsional ferdiri dori sejumlch tenoga fungsional
yang terbagi dalam berbogai tenagao fungsional sesudl dengan bidang

keahlionnya ;

{2} Masing-masing kelompok fenoga fungsional di pimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor ;

(3} Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1} ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja ;

[4) Joris cmi
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(4] Jenis dan jenjong jabotan fungsional sebagaimana di maksud ayai (1) di
atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakw.
BAB IV
PENUTUP

Pasal 16
Hal — hal yang belum di alur dalom Keputusan  ini sepanjang mengenai
pelaksanaonnya akan ditetopkan tersendiri oleh Bupati.

Fasal 17
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya sefiop orang  dapot mengetohuinya,  memenntahkon

Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalom  Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Citetopkan i  Muara Enim
padatanggal  +1 sgrsmirs 2003

BUPATI MAJARA ENIM
A -

KALAMUDIN DJINAP
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Diundangkan  di  Muara Enim
pada tanggal 19 acusTis 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEM
MUARA ENI
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